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ABSTRACT 

 

SOSIO-ECONOMIC IMPACT OF MARKET  

REVITALIZATION PROGRAM  

(Case Study of Perumnas Way Halim Market Revitalization) 

 

BY  

OCI ANGGRAINI 

 

 

In the era of globalization, common problems that occur in a traditional market in 

Indonesia is poor in terms of physical facilities, infrastructure to weak 

management. To face the competition with the modern market, efforts are needed 

in the repair of traditional markets owned by the government in urban areas 

through a program of revitalization of the market to optimize the function returns 

the traditional market. This study identifies the socio-economic impacts that arise 

from the implementation of the program of revitalization of the market Perumnas 

Way Halim Bandar Lampung. This study uses qualitative methods, type a 

descriptive case study approach and data collection techniques using purposive 

sampling. The results of the study concluded that a variety of socio-economic 

impact of the implementation of the revitalization of the Market Perumnas Way 

Halim perceived by traders varies depending on the layer group merchant itself. 

The revitalization of the market for large traders who relatively have a capital 

economic and social stable to bring a positive change such as the desire and 

passion to promote their business in order to grow better. For small traders, the 

revitalization of the market felt not bring prosperity to a better direction. The 

presence of the revitalization of the market to shut down their businesses visible 

with the change of income had declined compared to when before revitalized. In 

addition, the revitalization of the Market Perumnas Way Halim also brought a 

shift in social relations in the market. For large traders tend to acquire a network 

of trade more widely with the outside world. While for small traders, social 

relations is increasingly eroded by the loss of customers so that they have to 

rebuild from the beginning of the relationship that was interrupted. As well as 

some turmoil and cons that appeared to be caused by the injustice done by the 

managers concerned. 

 

Key Words: traditional market, trader, market revitalization, the impact of 

social, economic. 

 
 



ABSTRAK 

 

DAMPAK SOSIAL EKONOMI PROGRAM REVITALISASI PASAR 

(Studi Kasus Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim) 

 

OLEH 

 

OCI ANGGRAINI 

 

Di era globalisasi, permasalahan umum yang terjadi pada pasar tradisional di 

Indonesia adalah buruknya segi fisik, fasilitas sarana-prasarana sampai lemahnya 

manajemen pengelolaan. Untuk menghadapi persaingan dengan pasar modern, 

diperlukan upaya dalam perbaikan pasar-pasar tradisional milik pemerintah di 

perkotaan melalui program revitalisasi pasar demi mengoptimalkan kembali fungsi 

pasar tradisional. Kajian ini mengidentifikasi dampak sosial ekonomi yang muncul 

dari pelaksanaan program revitalisasi pasar Perumnas Way Halim di Bandar 

Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif dengan 

pendekatan studi kasus dan teknik pengambilan data purposive sampling. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa berbagai dampak sosial ekonomi dari pelaksanaan 

revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim yang dirasakan oleh pedagang berbeda-beda 

bergantung pada lapisan kelompok pedagang itu sendiri. Revitalisasi pasar bagi 

pedagang besar yang relatif memiliki kapital ekonomi dan sosial yang stabil 

membawa perubahan positif seperti keinginan dan semangat untuk memajukan 

usahanya agar berkembang lebih baik. Bagi pedagang kecil, revitalisasi pasar 

dirasakan belum membawa kesejahteraan ke arah yang lebih baik. Adanya revitalisasi 

pasar mematikan usaha mereka yang terlihat dengan perubahan pendapatan yang 

sempat menurun dibandingkan ketika sebelum direvitalisasi. Di samping itu, 

revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim juga membawa pergeseran relasi sosial di 

dalam pasar. Bagi pedagang besar cenderung memperoleh jaringan perdagangan lebih 

luas dengan dunia luar. Sedangkan bagi pedagang kecil, relasi sosial tersebut semakin 

terkikis dengan hilangnya pelanggan sehingga mereka harus membangun kembali 

dari awal relasi yang terputus. Serta beberapa gejolak dan kontra yang muncul 

disebabkan oleh ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak pengelola terkait.  

 

Kata Kunci: pasar tradisional, pedagang, revitalisasi pasar, dampak, sosial 

ekonomi. 
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“You can’t always be strong, but you can always be brave.” 

(Johnny Suh) 
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(Na Jaemin) 

 

“Let’s walk slowly, enjoying every step of the journey” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Di tengah upaya bangsa Indonesia yang terus melakukan perubahan dan perbaikan 

tata kelola di segala bidang, penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan 

maupun pedesaan sudah seharusnya terpenuhi dengan baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi perkembangan di kota 

maupun desa. Pembangunan menjadi salah satu hal penting dalam suatu tata 

kelola. Tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan memerlukan mekanisme 

atau metode tertentu agar dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan suatu 

pedoman mekanisme, metode dan cara dalam pembangunan tersebut adalah 

dengan memahami kebijakan. Di dalam kebijakan ada berbagai tahap yang akan 

menentukan arah kebijakan atau sasaran kebijakan sehingga menjadi suatu 

kebijakan yang efektif dalam pembangunan (Suharto, 2008: 2).  

Salah satu sektor yang menjadi pendukung dalam pembangunan adalah 

perekonomian. Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang 

kemajuan suatu bangsa. Perkembangan perekonomian kota maupun pedesaan 

sangat ditentukan oleh salah satu lajunya arus sistem perdagangan yang sampai 

saat ini masih eksis yaitu pasar tradisional.  



2 
 

Menurut Damsar dalam Yulianti (2011: 3) Pasar merupakan sebuah institusi, atau 

tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Berfungsinya lembaga pasar 

sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual 

dan pembeli. Pasar sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat dapat 

diklasifikasikan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Definisi Pasar 

modern merupakan suatu pasar yang sifatnya modern, dimana terdapat berbagai 

macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan 

layanan sendiri. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun 

pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan 

pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang, berada dalam 

bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau dilayani oleh 

pramuniaga. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan dan hypermarket, 

supermarket dan minimarket. Kemudian definisi Pasar Tradisional menurut 

Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah, pasar yang dibangun 

dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerja sama 

dengan swasta dan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki 

oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha 

skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui 

tawar menawar. Pasar tradisional sebagai salah satu sarana kegiatan 

perekonomian masyarakat yang memiliki nilai strategis dalam mendukung 

perkembangan dunia usaha dan sekaligus dalam memajukan perekonomian 

masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan Pasar 
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Modern memiliki definisi toko dengan sistem pelayanan mandiri, yang menjual 

berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, 

departmenet store, hipermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.  

Pasar tradisional sendiri merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing 

secara alamiah yang tidak dimiliki secara langsung oleh pasar modern, yaitu 

lokasi yang strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang tersedia, 

harga barang yang terjangkau, serta adanya sistem tawar-menawar yang 

menunjukkan kontak sosial dan keakraban antara penjual dan pembeli. Selain 

keunggulan tersebut, pasar tradisional juga merupakan salah satu pendongkrak 

ekonomi kalangan menengah kebawah dan jelas memberikan efek yang baik bagi 

negara jika pengelolaan dan pengembangan dilakukan dengan cara yang tepat. 

Namun selain memiliki keunggulan, pasar tradisional juga memiliki beberapa 

kelemahan atau pemasalahan yang umumnya terjadi, seperti kondisi pasar yang 

buruk dari segi fisik (bangunan yang kurang terawat, serta becek dan bau), faktor 

keamanan yang lemah, resiko penjual yang melakukan kecurangan pada 

timbangan terhadap barang yang akan dijual, penuh sesak, serta lemahnya 

manjemen pengelolaan pasar. Saat ini posisi pasar tradisional di perkotaan 

semakin tersudut akibat maraknya pembangunan pasar modern yang memiliki 

kesan lebih baik dan bagus dalam segi fisik, fasilitas sarana dan prasarana serta 

manajemen pengelolaannya.  

Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata dari 

kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah. Taraf kehidupan ekonomi 

masyarakat dapat dengan mudah dilihat dari kegiatan di pasar tradisional setempat. 

Terdapat empat (4) fungsi ekonomi yang dapat diperankan pasar tradisional,  
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menurut Blokosuto, dalam Endrawanti (2012), yaitu: 1) Pasar tradisional 

merupakan tempat dari berbagai lapisan masyarakat memperoleh barang-barang 

kebutuhan harian dengan harga yang relatif terjangkau, karena terbukti seringkali 

relatif lebih murah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan di pasar modern. 

Dengan kata lain bahwa pasar tradisional merupakan pilar penyangga ekonomi 

bagi masyarakat kecil, 2) Merupakan tempat yang relatif bisa dimasuki oleh 

pelaku ekonomi lemah yang menempati posisi mayoritas, terutama yang bermodal 

kecil, 3) Merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, lewat retribusi 

yang ditarik dari para pedagang, dan 4) Akumulasi aktivitas jual beli di pasar 

merupakan faktor penting dalam perhitungan tingkat ekonomi baik skala lokal, 

regional maupun nasional. Selain empat fungsi ekonomi tersebut, pasar juga 

mempunyai fungsi sosial yaitu, pasar tradisional merupakan ruang untuk saling 

bertemu muka, dan menjadi tempat bagi masyarakat, terutama dari kalangan 

bawah untuk melakukan interaksi sosial dan tukar informasi atas segenap 

permasalahan yang mereka hadapi. Namun dibalik peran strategis serta fungsi 

ekonomi dan sosial dari sebuah pasar tradisional tersebut, terdapat permasalahan-

permasalahan yang membutuhkan perhatian pembuat kebijakan dan pengelola 

yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan pasar tradisional.  

Citra pasar tradisional yang kurang baik tersebut sudah semestinya mendapat 

perhatian yang cukup besar karena di dalamnya terkait dengan hajat hidup orang 

banyak. Pembenahan pasar tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra 

positif adalah suatu tantangan yang cukup berat dan harus diupayakan sebagai 

rasa tanggungjawab kepada publik, mengingat pasar tradisional telah banyak   

berperan   dalam   pembangunan   sosial   ekonomi   sehingga   perlu mendapatkan 
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perhatian agar perannya tetap ada dalam dunia perekonomian. Untuk menghadapi 

persaingan yang semakin ketat dengan pasar modern, maka pemerintah 

melakukan upaya-upaya perbaikan pasar-pasar tradisional di perkotaan melalui 

program revitalisasi pasar. Revitalisasi pasar tradisional dapat dilakukan dengan 

menata kembali dan membenahi pasar tradisional, sebagai upaya mewujudkan 

pembangunan berkeadilan, karena pasar tradisional tetaplah pasar tradisional 

dengan berbagai aktivitasnya yang khas, dan pengelolaannya yang perlu mendapat 

perhatian lebih dari pemerintah sehingga kebersihan dan kenyamanan pasar 

menjadi sebuah prioritas.  

Revitalisasi, yang dalam hal ini adalah melakukan perbaikan atau pembangunan 

ulang terhadap bangunan pasar lama tertuang dalam kebijakan pemerintah melalui 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan 

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yaitu 

pemerintah daerah perlu: a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif untuk 

pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, serta b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelolaan pasar 

tradisional. Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan 

dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di bab II 

bagian pertama yaitu Penataan Pasar Tradisional pasal 2 telah dijelaskan bahwa;  

1. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, 

termasuk Peraturan Zonasinya,  
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2. Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan 

Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, 

termasuk koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan,   

b. Menyediakan areal parkir paling sedikit selaus kebutuhan parkir 1 (satu) 

buah kendaraan roda empat untuk setiap 100m
2  

(seratus meter per segi) 

luas lantai penjualan Pasar Tradisional, dan  

c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisonal yang bersih, sehat, 

aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.  

3. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

dilakukan berdasarkan kerjasama anatar pengelola Pasar Tradisional dengan 

pihak lain.  

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Bab II 

(dua)  berisi tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional yang 

meliputi; a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan 

sehat, b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, c. Menjadikan pasar 

tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah, dan d. Menciptakan 

pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. 

Perencanaan pengelolaan pasar tradisional juga tertuang dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, bab III Pengelolaan, bagian kesatu 

Perencanaan yaitu; (1) Bupati/Walikota melalui kepala SKPD melakukan 
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perencanaan pasar tradisional, (2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.  

Program revitalisasi pasar rakyat merupakan pelaksanaan dari Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 13 ayat (1), 

(2) dan (3) yang mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan 

Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan 

kualitas pengelolaan pasar rakyat guna peningkatkan daya saing dalam bentuk 

pembangunan dan atau revitalisasi pasar rakyat; implementasi manajemen 

pengelolaan yang profesional; fasilitas akses penyediaan barang dengan mutu 

yang baik dan harga yang bersaing; dan fasilitas akses pembiayaan kepada 

pedagang pasar di pasar rakyat. Program yang telah dirintis Kementrian 

Perdagangan sejak tahun 2004 hingga sekarang ini diharapkan mampu membuat 

pasar tradisional bersaing dengan pasar modern yang perkembangannya makin 

pesat, Pasar tradisional sebagai pusat pembangunan perekonomian, diharapkan 

mampu bertahan bahkan terus berkembang menghadapi dunia persaingan untuk 

merebut konsumen. Pembenahan pasar tradisional tentu bukan hanya tugas 

pemerintah tetapi juga masyarakat, pengelola pasar dan para pedagang untuk 

bersinergi menghapus kesan negatif tersebut sehingga pasar tradisional masih 

tetap eksis di tengah persaingan yang semakin ketat. Konsep revitalisasi pasar 

tidak hanya sebatas dengan perubahan fisik atau pembaharuan bangunannya saja, 

tetapi juga harus ada konsep bagaimana mendinamiskan pasar. 
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Revitalisasi dapat dilaksanakan apabila semua pihak yang terkait saling 

mendukung, baik pihak pemerintah, pedagang hingga pembeli. Aspek fisik, aspek 

ekonomi serta aspek sosial menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan 

revitalisasi. Kenyamanan dalam aktivitas ekonomi merupakan target yang ingin 

dicapai, sehingga diharapkan akan memberi keuntungan bagi semua pihak yang 

terlibat. Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan adanya revitalisasi adalah 

mencapai kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Keberadaan pasar tradisional 

sudah saatnya dilestarikan untuk menunjang pembangunan perekonomian dari 

masing-masing daerah. Tata kelola pasar yang menjadi titik lemah harus 

diperbaiki untuk menambah jumlah konsumen dan meningkatkan kenyamaan 

berbelanja di pasar tradisional.  

Untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dari adanya  program Revitalisasi 

Pasar yaitu guna meningkatkan pendapatan para pedagang juga pelaku-pelaku 

ekonomi yang ada di masyarakat, serta untuk memudahkan akses transaksi jual 

beli dengan nyaman khususnya di salah satu Pasar Tradisional yang ada di Kota 

Bandarlampung yaitu Pasar Perumnas Way Halim, maka pemerintah perlu 

memperhatikan bagaimana dampak yang timbul akibat adanya suatu kebijakan. 

Dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, 

pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. 

Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi ini, ada dampak yang 

diharapkan dan ada yang tidak diharapkan. Lebih dari itu, pada akhir 

implementasi kebijakan muncul pula dampak-dampak yang tak terduga yang 

diantaranya ada yang diharapkan dan tidak diharapkan atau yang dimaui dan tidak 

dimaui (Samodra, 1994: 30).  
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Seiring dengan dilaksanakannya program Revitalisasi Pasar di Pasar Perumnas 

Way Halim Bandarlampung, maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap dampak sosial ekonomi program Revitalisasi yang difokuskan 

untuk melihat dampak setelah program Revitaliasasi tersebut diimplementasikan. 

Hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana dampak yang sesungguhnya 

terjadi, apakah sesuai dengan dampak yang diharapkan atau tidak. Namun tetap 

memperhatikan hasil dari program Revitalisasi yakni seberapa besar program 

Revitalisasi mampu menghilangkan citra buruk pasar tradisional yang dikenal 

kurang terawat, serta apakah ada peningkatan kualitas dalam sistem manajemen 

pengelolaan pasar di salah satu Pasar Tradisional yang ada di Kota 

Bandarlampung yaitu Pasar Perumnas Way Halim. Diharapkan dengan penelitian 

ini peneliti dapat mengetahui apakah terdapat kesenjangan antara dampak yang 

diharapkan dengan dampak yang sesungguhnya terjadi, sehingga nantinya 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah referensi untuk memperbaiki atau 

mengubah kebijakan tersebut di masa yang akan datang.   

Dari  uraian diatas, peneliti terdorong untuk memperoleh kejelasan yang lebih 

detail mengenai kondisi sosial ekonomi para pedagang dan masyarakat sekitar 

lokasi pasar serta agar dapat memberikan gambaran yang nyata tentang fenomena 

yang terjadi di masyarakat mengenai dampak yang terjadi akibat Program 

Revitalisasi tersebut. Dengan memperhatikan permasalahan diatas serta melihat 

data-data yang ada, maka penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian dengan 

judul “Dampak Sosial Ekonomi Program Revitalisasi Pasar (Studi Kasus 

Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim )”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan 

diungkapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana dampak sosial yang timbul akibat program revitalisasi Pasar 

Perumnas Way Halim? 

2. Bagaimana dampak ekonomi yang timbul akibat program revitalisasi Pasar 

Perumnas Way Halim? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian 

ini, maka ada bebrapa tujuan yang ingin dicapai peneliti diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak sosial yang timbul 

akibat program revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak ekonomi yang timbul 

akibat program revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan Ilmu  

Administrasi Negara, khususnya terkait dengan proses implementasi kebijakan 

yang mengacu pada pembangunan dan perbaikan di sektor ekonomi khususnya 

revitalisasi pasar tradisional. 
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2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan khususnya 

perdagangan di Kota Bandarlampung. Dan menambah wawasan tentang 

bagaimana dampak sosial ekonomi dari revitalisasi pasar serta mengetahui 

keadaan sebenarnya di lapangan sehingga mampu memberikan solusi dalam 

pemecahan masalah. Lalu dapat menjadi referensi tambahan terhadap bahan 

penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

 



    

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu dimaksudkan sebagai acuan atau pembanding bagi peneliti 

dalam melakukan penelitian mengenai dampak sosial ekonomi program 

revitalisasi pasar di Pasar Perumnas Way Halim Bandarlampung. Adapun contoh-

contoh penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 

1. Arif Kisbiyanto (2013) mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang 

berjudul ―Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pasar Modern pada Pasar 

Tradisional (Studi pada Pasar Kota Boyolali)‖. Tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah mendeskripsikan dampak sosial ekonomi keberadaan 

pasar modern pada pasar tradisional khususnya Pasar Kota Boyolali serta 

faktor-faktor apa yang membuat pengunjung tetap loyal memilih 

berbelanja di Pasar Kota Boyolali. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang ingin penulis lakukan adalah sama-sama membahas 

mengenai dampak sosial ekonomi yang terjadi dalam suatu lingkup pasar. 

Namun terdapat perbedaan antara penelitian Arif Kisbiyanto dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu, Arif Kisbiyanto fokus 

meneliti mengenai dampak sosial ekonomi keberadaan pasar modern pada 

pasar tradisional, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 
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adalah dampak sosial ekonomi dari sebuah program pemerintah yaitu 

Revitalisasi Pasar Tradisional yang bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan para pedagang juga pelaku-pelaku ekonomi yang ada di 

masyarakat, serta untuk memudahkan akses transaksi jual beli dengan 

nyaman.  

2. Aditya Debby Ayoga (2015) mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang 

berjudul ―Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap 

Pendapatan Pedagang di Pasar Masaran Cawas (Studi Kasus di Pasar 

Masaran Cawas, Kabupaten Klaten)‖. Penelitian ini dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh modal, pengalaman dagang jumlah tenaga 

kerja, pendidikan dan biaya terhadap pendapatan pedagang di Pasar 

Masaran Cawas, serta untuk mengetahui dampak revitalisasi pasar 

tradisional terhadap pendapatan pedagang sebelum dan sesudah revitalisasi 

di Pasar Masaran Cawas. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Aditya Debby Ayoga dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah 

sama-sama untuk mengetahui dampak yang timbul dari revitalisasi sebuah 

pasar tradisional. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan yang akan 

oleh penulis lakukan adalah, penelitian Aditya Debby Ayoga lebih 

difokuskan pada studi ekonomi yaitu dengan melihat pengaruh modal, 

pengalaman dagang, jumlah tenaga kerja serta biaya terhadap pendapatan 

pedagang di Pasar Masaran Cawas, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis lebih fokus pada bagaimana kebijakan dari sebuah 

program mempengaruhi kondisi sosial ekonomi para pelaku ekonomi di 

masyarakat khususnya di salah satu Pasar Tradisional yang ada di 

Bandarlampung yaitu Pasar Perumnas Way Halim. 
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3. Muhammad Hafid Zakni (2017) mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung yang berjudul ―Analisis Implementasi Program 

Revitalisasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang dan Minat 

Beli Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pasar 

Tradisional Kangkung, Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung 

Selatan, Bandarlampung)‖. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana implementasi program revitalisasi pasar tradisional 

kangkung, serta bagaimana dampak implementasi program revitalisasi 

terhadap pendapatan pedagang dan minat beli konsumen, dan yang 

terakhir untuk mengetahui bagaimana program revitalisasi pasar 

tradisional kangkung dalam perspektif ekonomi islam. Persamaan 

penelitian Muhammad Hafid Zakni dengan yang akan dilakukan oleh 

penulis adalah sama-sama mendeskripsikan bagaimana implementasi 

program revitalisasi pasar tersebut berdampak pada kondisi sosial ekonomi 

para pelaku ekonomi di lingkungan pasar tradisional tersebut. 

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafid 

Zakni ini juga menggunakan pedoman dalam perspektif ekonomi islam 

dalam menganalisis implementasi program revitalisasi pasar tersebut, 

sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan tidak menggunakan 

perspektif ekonomi islam. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan tentang Kebijakan Publik 

a. Pengertian Kebijakan Publik 

Thomas R. Dye (1978; 1987:1) menyatakan bahwa kebijakan publik ialah 

―whatever governments choose to do or not to do‖ (pilihan tindakan apapun yang 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah). Definisi lain dikemukakan oleh 

Wilson (2006: 154) yang merumuskan kebijakan publik sebagai “the actions, 

objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps 

they take (or fail to take) to implement them, and explanations they give for what 

happens (or does not happen)” (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-

pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang 

telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan 

penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah 

terjadi (atau tidak terjadi)). Kemudian Pakar Prancis, Lemieux (1995: 7) 

merumuskan kebijakan publik sebagai ―the product of activities aimed at the 

resolution of public problems in the environment by political actors whose 

relationship are structured. The entire process envolves over time‖ (produk 

aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik 

yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang 

hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang 

waktu (Solichin Abdul Wahab, 2014: 13-15). 

Keluaran kebijakan merupakan wujud kebijakan publik yang agaknya paling 

konkret. Keluaran kebijakan dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, karena 

menyangkut hal-hal yang dilakukan guna merealisasikan apa yang telah 

digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. 
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Keluaran kebijakan menyangkut apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh 

pemerintah, yang harus kita bedakan dari apa yang ingin dilakukan oleh 

pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi 

pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi 

kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam 

ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah 

sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.  

b. Ciri-ciri Kebijakan Publik  

Menurut  Suharno  (2010:  22-24),  ciri-ciri  khusus  yang  melekat pada 

kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. 

Ciri-ciri kebijakan publik antara lain; 

1) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan 

daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. 

Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu 

tindakan yang direncanakan. 

2) Kebijakan  pada  hakekatnya  terdiri  atas  tindakan-tindakan  yang saling 

berkait  dan  berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh 

pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri 

sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat 

undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan 

keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi dan  

pemaksaan pemberlakuan. 

3) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan 

pemerintah dalam bidang tertentu, 
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4) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, 

kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak 

bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah 

dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.  

c. Tahap-tahap Kebijakan Publik 

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan 

banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Beberapa ahli membagi tahap-

tahap atau proses kebijakan dengan urutan berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik 

menurut Dunn sebagaimana dikutip Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai 

berikut:  

1) Tahap Penyusunan Agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat 

menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini 

berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. 

Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara 

masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula 

masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.  

2) Tahap Formulasi Kebijakan, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan 

kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi 

didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan 

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy 

alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-

masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yangdiambil 

untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan 

bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 
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3) Tahap Adopsi Kebijakan, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang 

ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada   akhirnya   salah   satu   dari  

alternatif kebijakan  tersebut  diadopsi  dengan  dukungan   dari  mayoritas 

legislatif,   konsensus   antara   direktur   lembaga   atau   putusan peradilan. 

4) Tahap Implementasi Kebijakan, suatu program kebijakan hanya akan 

menjadi catatan-catatan elit jika  program  tersebut  tidak  

diimplementasikan,   yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi 

maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah 

diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan 

sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai  

kepentingan  akan  saling  bersaing.  Beberapa implementasi kebijakan 

mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang 

lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. 

5) Tahap Evaluasi Kebijakan, dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan 

akan dinilai atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat 

untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang 

dihadapi  masyarakat.  Oleh karena  itu ditentukan  ukuran-ukuran atau 

kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik 

yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan 

atau belum. 
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Secara singkat, tahap – tahap kebijakan adalah seperti gambar dibawah ini; 

Gambar 1. Tahap-Tahap Kebijakan menurut William Dunn. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34). 

2. Tinjauan tentang Evaluasi Kebijakan Publik 

a. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik 

Evaluasi merupakan salah satu tingkat dalam proses kebijakan publik, evaluasi 

adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program berjalan 

dengan baik atau tidak. Pada dasarnya, kebijakan publik dilaksanakan dengan 

maksud tertentu untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berasal dari masalah-

masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dye menyatakan bahwa evaluasi 

kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek 

dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin 

dicapai (Parsons, 2011: 547). Evaluasi dilakukan karena tidak semua program 

kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan, seringkali kebijakan publik 

tersebut gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tahap-Tahap Kebijakan 

Penyusunan Kebijakan 

Formulasi Kebijakan 

Adopsi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan 

Evaluasi Kebijakan 
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Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab 

kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang 

telah dilaksanakan meraih dampak yang diinginkan.  

Evaluasi dapat mengemban fungsi pembelajaran, dalam artian bahwa dengan 

mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang berhasil dan kegiatan-kegiatan yang 

tidak berhasil dalam mengantarkan pada hasil yang diharapkan, serta dengan 

menemukan apa yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan itu maka akan 

dimungkinkan penyempurnaan kinerja proyek atau program di masa yang akan 

datang dan dengan demikian menghindarkan kesalahan yang telah dibuat di masa 

lalu (Wahab, 1997: 11).  

Menurut Dunn (2003: 609-610), fungsi evaluasi terdiri dari:  

―Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan 

dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, Kedua, evaluasi memberi 

sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari 

pemilihan tujuan dan target, Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi 

metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan 

rekomendasi‖. Berdasarkan pendapat Dunn tersebut dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan 

evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan 

melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Evaluasi 

mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis 

kebijakan lainnya yaitu; 
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1. Fokus nilai, evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada 

penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan 

program, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam 

ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan, 

2. Interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu 

kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari 

bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu, 

3. Orientasi masa kini dan masa lampau, tuntutan evaluatif berbeda dengan 

tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu 

dibandingkan hasil di masa depan, sehingga hasil evaluasi dapat 

dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut, 

4. Dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik 

rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang 

diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain (Dunn, 

2003: 608-609).  

Evaluasi juga memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut; 

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat 

diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. 

2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat 

diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. 

3. Mengukur tigkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan 

evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengukuran atau 

output dari suatu kebijakan. 
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4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi 

ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif 

maupun negatif. 

5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan 

untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin 

terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan 

pencapaian target. 

6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan 

akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses 

kebijakan di masa depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik 

(Subarsono, 2006: 120).  

b. Jenis Evaluasi Kebijakan Publik  

Bingham dan Felbiger (Nugroho, 2011: 676) membagi evaluasi kebijakan menjadi 

empat jenis yaitu; 

1) Evaluasi proses, yang berfokus pada bagaimana proses implementasi suatu 

kebijakan, 

2) Evaluasi impak, yang berfokus pada hasil akhir suatu kebijakan, 

3) Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang 

direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan, 

4) Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau 

temuan evaluasi dari berbagai kebijakan terkait.  

Menurut James Anderson, evaluasi kebijakan publik dibagi menjadi 3 tipe. Tipe 

pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional, 

kedua, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan, ketiga, evaluasi 

kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan 
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yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana 

tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan tercapai (Nugroho, 2011: 675). 

Berdasarkan 3 tipe evaluasi kebijakan yang diungkapkan James Anderson diatas, 

maka di dalam penelitian ini lebih ditekankan pada tipe ketiga, sehingga evaluasi 

dapat secara terfokus melihat dan mengukur dampak program Revitalisasi 

khususnya terhadap kondisi sosial ekonomi. 

c. Indikator atau Kriteria Evaluasi 

Menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan melalui beberapa 

indikator. Secara umum, Dunn mendeskripsikan kriteria-kriteria atau indikator 

evaluasi kebijakan publik sebagai berikut; 

1. Efektivitas 

Menurut Dunn (2003:429) mengatakan bahwa efektivitas (effectiveness) 

berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, 

atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat dengan 

rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai 

moneternya, sedangkan menurut Winarno (2002: 184) mengatakan bahwa 

efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya 

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut 

juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang 

diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Pendapat lain datang dari 

Suharno (2013:223) mengatakan bahwa efektivitas menekankan pada 

ketercapaian hasil, apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan 

sudah tercapai.  
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2. Kecukupan 

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai 

sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn (2003:430) mengemukakan 

bahwa kecukupan (adequancy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat 

efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan 

adanya masalah. Kemudian Suharno (2013:223) mengatakan bahwa kecukupan 

lebih mempersoalkan kememadaian hasil kebijakan dalam mengatasi masalah 

kebijakan, atau seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah 

kebijakan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih 

berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa 

jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan 

dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. 

 
Menurut Dunn (2003:430-431) dalam kriteria kecukupan menekankan pada 

kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria 

tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu: 

 Masalah tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas 

yang berubah dari kebijakan. Jadi tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas 

pada batas risorsis yang tersedia. 

 Masalah tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama 

dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk 

meminimalkan biaya. 

 Masalah tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas 

yang berubah dari kebijakan. 

 Masalah tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga 

efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan 
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karena satu-satunya alternative kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak 

melakukan sesuatu pun.   

3. Perataan 

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan 

yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn (2003:434) 

menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan 

rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara 

kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang 

berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil 

didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisiensi, dan 

mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau 

kewajaran. Kemudian Suharno (2013:223) mengatakan bahwa kemerataan 

menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada 

kelompok masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima 

manfaat. 

4. Responsivitas  

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu 

aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu 

kebijakan. Menurut Dunn (2003:437) menyatakan bahwa responsivitas 

(responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat 

memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat 

masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan 

masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi 

pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga 

tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan 
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dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa 

penolakan. Kemudian Suharno (2013: 223-224) mengatakan bahwa responsitvitas 

lebih menekankan kepada aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok 

sasaran, atas hasil kebijakan. Apakah hasil kebijakan yang dicapai telah 

memuaskan kebutuhan dan piihan mereka atau tidak. 

 
Dunn (2003:437) pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting 

karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, 

efisiensi, kecukupan, kesamaan dan ketepatan) masih gagal jika belum 

menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari 

adanya suatu kebijakan. 

5. Efisiensi 

Menurut Dunn (2003:430) berpendapat bahwa efisiensi (efficiency) berkenaan 

dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas 

tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah 

merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur 

dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per 

unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan 

biaya terkecil dinamakan efisien. Pendapat lain menurut Suharno (2013:223) 

mengatakan bahwa efisiensi memfokuskan pada persoalan sumber daya, yakni 

seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang 

diinginkan. 

6. Ketepatgunaan 

Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan 

yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, 

mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut. Ketepatan 
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merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang 

melandasi tujuan-tujuan tersebut. Menurut Dunn (2003:499) menyatakan bahwa 

kelayakan (Appropriateness) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi 

sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari 

alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. 

Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini 

menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan 

tujuan tersebut. 

Pendapat lain datang dari Winarno (2002: 184) mengatakan bahwa ketepatan 

merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang 

melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi 

sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari 

alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. 

Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini 

menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan 

tujuan tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Suharno (2013:224) yang 

mengatakan bahwa ketepatan ini menganalisis tentang kebergunaan hasil 

kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi 

masyarakat khususnya kelompok sasaran.  
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Tabel 1. Indikator Evaluasi Kebijakan 

No.  Kriteria  Penjelasan 

1.  Efektivitas  Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai? 

2.  Kecukupan (Adequacy) Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat 
memecahkan masalah? 

3.  Pemerataan (Equity) Apakah biaya dan manfaat didistribusikan 
merata kepada kelompok masyarakat yang 
berbeda? 

4.  Responsivitas  Apakah hasil kebijakan memuat preferensi 
nilai kelompok dan dapat memuaskan 
mereka? 

5.  Ketepatan atau efisiensi Apakah hasil yang tercapai bermanfaat? 

6.  Ketepatgunaan atau 
Appropriateness 

Apakah kebijakan tersebut tepat dan benar-
benar berguna untuk suatu masyarakat? 

Sumber: Dunn dalam Subarsono, 2005: 126. 

Berdasarkan uraian indikator dari evaluasi di tabel 1, bahwa peneliti hanya 

memilih indikator evaluasi berdasarkan; efektivitas, efisiensi dan responsivitas 

karena dalam tiga indikator tersebut sudah sangat membantu peneliti dalam 

mengevaluasi dan menentukan apa saja dampak sosial ekonomi yang timbul 

akibat dari program Revitalisasi yang diterapkan di Pasar Perumnas Way Halim, 

dimana pada evaluasi biasanya menekankan pada hasil yang sudah dicapai dan 

dimana tiga indikator ini juga menekankan pada hasil dari evaluasi yang akan 

diteliti pada judul Dampak Sosial Ekonomi Program Revitalisasi Pasar (Studi 

Kasus Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandarlampung).  

Kemudian dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz terdapat 4 jenis 

evaluasi yaitu: (1) Single program after only, merupakan jenis evaluasi yang 

melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti 

setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analis tidak mengetahui 

baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program; (2) Single program 

before-after, merupakan  penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data 

tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung; 

(3) Comparative after only, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak 
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untuk yang pertama dan analis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan 

sasarannya; (4) Comparative before-after, merupakan kombinasi ketiga desain 

sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok 

sasaran (dalam Samudro dkk, 1994 10). Berdasarkan jenis-jenis studi evaluasi 

yang mengacu pada teori evaluasi menurut Fintersbuch dan Motz diatas, dalam 

penelitian ini menggunakan jenis evaluasi yang keempat, yakni comparative 

before-after, pilihan ini berdasarkan pada alasan bahwa penelitian ini 

menganalisis efek atau dampak program terhadap kelompok sasaran (pedagang di 

Pasar Perumnas Way Halim) dan kelompok kontrol (pedagang yang terkena 

program revitalisasi pasar). Sedangkan before-after, berarti analisis ini dilakukan 

dengan melihat kondisi sebelum dan sesudah adanya pelaksanaan program 

Revitalisasi. 

Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan memiliki empat fungsi sebagai berikut: 

1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program 

dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar 

berbagai dimensi realitas yang diamati, 

2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang 

dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lain, sesuai 

dengan standar prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan, 

3. Auditing, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar 

sampai pada kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga, 

organisasi, birokrasi desa, dan lain-lain) yang dimaksudkan oleh pembuat 

kebijakan, 

4. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari 

kebijakan tersebut (Samodra, 1994: 10).  
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Dalam hal ini, peneliti melakukan evaluasi terhadap dampak yakni dengan melihat 

dari jenis evaluasi comparative program before-after yang merupakan kombinasi 

ketiga desain dengan dukungan data sebelum dan sesudah program dilaksanakan 

sehingga informasi yang diperoleh adalah efek atau dampak program terhadap 

kelompok sasaran dan kelompok kontrol. Dan menggunakan indikator 

berdasarkan tipe evaluasi menurut William Dunn yakni: efektifitas, efisiensi, dan 

responsivitas.  

3. Tinjauan tentang Dampak 

a. Pengertian Dampak 

Dampak menurut Garys Kerap dalam Otto Soemarwoto (1998: 35), adalah 

pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan 

tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat sehingga 

akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif. 

Sedangkan menurut Otto Soemarwoto (1998: 43), menyatakan dampak adalah 

suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat 

bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas dapat pula 

dilakukan oleh manusia. 

Dampak menurut JE. Hosio (2007: 57), adalah perubahan nyata pada tingkah laku 

atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian 

tersebut maka dampak merupakan perubahan yang nyata akibat dari 

dikeluarkannya kebijakan terdahap sikap dan tingkah laku. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak 

adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau 

tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari 
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dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif 

maupun negatif.  

 Kondisi dan Dampak Sosial Ekonomi 

Pengertian sosial dalam ilmu sosial merujuk pada objek yaitu masyarakat, 

sedangkan pada departemen sosial merujuk pada kegiatan yang ditujukan untuk 

mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan 

yang ruang lingkup pekerjaan terkait dengan kesejahteraan sosial. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti juga segala sesuatu yang berkaitan 

dengan masyarakat. Sedangkan secara garis besar ekonomi dapat diartikan 

sebagai peraturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Berdasarkan 

beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi 

merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang 

ada di masyarakat atau yang lebih umumnya terkait dengan kesejahteraan 

masyarakat (Zunaidi, 2013: 54).  

Kondisi sosial yaitu kondisi tertentu dimana berlangsung hubungan antara 

individu yang  lain  atau  terjadi  saling  berhubungan  antara  dua  individu  atau  

lebih.  Sedangkan kondisi ekonomi merupakan kondisi dimana masyarakat dalam 

hal pemenuhan kebutuhan hidup. Kondisi ekonomi dan sosial para pedagang 

pasar Perumnas Way Halim ini terbagi dalam 4 bagian, yaitu: 1) Pedagang 

profesional, yaitu pedagang yang menganggap aktivitas perdagangan merupakan 

pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber utama dan satu-satunya 

bagi ekonomi keluarga, 2) Pedagang semi profesional, yaitu pedagang yang 

mengakui aktivitasnya untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil 

perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonominya, 3) Pedagang 
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subtensi, yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil 

aktivitasnya atas subtensi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, 

4) Pedagang semu, yaitu orang atau pedagang yang melakukan kegiatan 

perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk 

mengisi waktu luang. (Mudhito, 2012: 10). Berdasarkan keterangan di atas, 

kondisi sosial dan ekonomi para pedagang pasar Perumnas Way Halim mayoritas 

terdiri dari pedagang profesional. Hal ini dikarenakan aktivitas mereka 

dihabiskan di dalam pasar dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau 

ekonomi mereka bergantung dari hasil berdagang di pasar Perumnas Way Halim 

yang dijadikan sebagai pekerjaan utama. 

Dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari sisi positif dan negatif sehingga dapat 

lebih berimbang dalam memberikan penilaian. Beberapa hal yang bersifat positif 

yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha, terbukanya kesempatan 

kerja, perubahan status menjadi pedagang legal. Dampak negatif yaitu 

menurunnya pendapatan, meningkatnya biaya operasional, melemahnya jaringan 

sosial, dan menurunnya kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompok-

kelompok sosial non formal (Sinaga, 2004: 134). Teori Webber mengemukakan 

bahwa tindakan ekonomi dapat dipandang sebagai tindakan sosial selama 

tindakan tersebut memperhatikan tingkah laku orang lain. Sebab secara umum, 

dikalangan pedagang pasar tradisional terdapat interaksi sosial, hubungan sosial 

dan jaringan yang dibangun untuk menopang usaha mereka (Heriyanto, 2012).  

Setiap perubahan membawa konsekuensi tersendiri bagi masyarakat. 

Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan, seiring 

berjalannya waktu tentu tidak terlepas dari dampak yang menyertainya. 

Pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud 
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dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya (Soekanto: 

1982). Dampak-dampak  yang muncul tersebut  dapat ditarik sebuah benang 

merah yakni adanya intervensi yang datang dari decision-making yang 

berpengaruh atas kondisi sebelum dan sesudahnya (Parsons, 2006). Perspektif 

dampak dalam tinjauan sosiologi harus memperhatikan beberapa hal dalam 

kehidupan sosial. Aspek sosial dalam kajian dampak yang dibingkai oleh terapan 

ilmu pengetahuan sosial secara sistematis ini, setidaknya untuk mengidentifikasi 

dua hal: (1) bentuk dan sifat penilaian atau respon masyarakat terhadap suatu 

usaha atau kegiatan; dan (2) perubahan penilaian atau respon masyarakat 

terhadap usaha atau kegiatan tersebut. Pembahasan masalah tersebut mencakup 

rentang kegiatan yang meliputi tahap prakonstruksi, tahap konstruksi dan 

pascakonstruksi, dengan memperhatikan tujuan dan target yang hendak dicapai 

(Usman: 2003). Dan dalam penelitian ini pembahasan masalahnya adalah 

pascakonstruksi atau pasca program revitalisasi pasar dilakukan. 

b. Penilaian Dampak  

Seperti di definisikan oleh Rossi dan Freeman (1993: 215): 

Penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intrevensi 

menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak 

mengahasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin 

masuk akal. Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan 

―efek bersih‖ dari sebuah intervensi—yakni perkiraan dampak intervensi yang 

tidak dicampuri oleh pengarub dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga 

mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang 

sedang di evaluasi itu. 
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Penilaian dampak membawa pada awal siklus kebijakan, definisi problem dan 

dan penentuan agenda. Tujuan penilaian adalah untuk menunjukkan bagaimana 

suatu kebijakan atau program tertentu sudah ―bekerja/tidak bekerja‖, memenuhi 

tujuan kebijakan/program serta menjaga konstruksi problem  dan klaim 

kebijakan yang dilakukan pemerintah.  

Sedangkan metode untuk menilai dampak antara lain; a)  Membandingkan   

problem/situasi/kondisi   dengan   apa   yang   terjadi sebelum intervensi, b)  

Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu 

area atau kelompok dengan membandingkannya dengan apa yang terjadi di area 

atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi, c) Membandingkan  

biaya  dan  manfaat  yang  dicapai  sebagai  hasil  dari intervensi, d) 

Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai 

akibat dari kebijakan masa lalu,  e) Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk 

mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan dan program, f) 

Membandingkan apa  yang sudah terjadi  dengan tujuan atau sasaran tertentu 

dari sebuah program atau kebijakan, g) Menggunakan pengukuran kinerja 

untuk  menilai apakah tujuan  atau targetnya sudah terpenuhi (Parsons, 2011: 

604).  

Dalam beberapa hal, prakiraan dampak terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya 

dan kesehatan masyarakat tidak dapat diukur secara kuantitatif, maka ada 

beberapa kriteria dan definisi dampak yang secara khusus digunakan dalam 

evaluasi dampak penting hipotetik aspek sosial-ekonomi-budaya dan kesehatan 

masyarakat. Terdapat enam (6) kriteria utama menentukan kualitas dampak: a) 

Jumlah populasi yg beresiko terkena dampak, b) Luas sebaran dampak, c) 

Intensitas dan lama dampak berlangsung, d) Komponen lain yang terkena 
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dampak, e) Sifat kumulatif dampak, f) Sifat berbalik tidaknya dampak. Kriteria 

dan definisi dampak yang secara khusus digunakan dalam evaluasi dampak 

penting hipotetik aspek sosial-ekonomi-budaya dan kesehatan masyarakat 

dikemukakan pada tabel dibawah ini  

Tabel 2. Kriteria dan Definisi yang khusus digunakan dalam Evaluasi Dampak 

Aspek Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kesehatan Masyarakat.  

Kriteria 
Dampak 

Definisi 

Sifat Dampak 

Dampak negatif  Dampak dalam bentuk terjadinya perubahan terhadap rona 
lingkungan menjadi lebih buruk dari kondisi semula. 

Dampak positif  Dampak dalam bentuk terjadinya perubahan terhadap rona 
lingkungan menjadi lebih baik dari kondisi semula. 

Jenis Dampak 

Dampak 
langsung (primer) 

Dampak yang ditimbulkan oleh interaksi secara langsung antara 
aktivitas proyek yang direncanakan dengan komponen 
lingkungan penerima dampak 

Dampak turunan 
(sekunder, tersier 
dan seterusnya) 

Dampak terhadap komponen lingkungan merupakan dampak 
turunan dari dampak primer berupa dampak sekunder, tersier dan 
seterusnya 

Dampak tidak 
langsung  

Dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas lain, di mana aktivitas 
lain ini muncul sebagai akibat keberadaan proyek 

Dampak 
kumulatif 

Dampak dari suatu kegiatan berlangsung bersama dengan 
dampak dari kegiatan lainnya terhadap reseptor (manusia atau 
satwa) atau sumber daya (komponen lingkungan geofisika-kimia, 
biologi, sosial-ekonomi-budaya) pada ruang dan waktu yang 
sama 

Dampak sisa Dampak yang masih tersisa setelah pengelolaan direncanakan 
akan dilakukan terhadap aktivitas penyebab dampak.  

Lama Dampak Berlangsung 

Sementara Berlangsung dalam kurun waktu 0-1 tahun 

Jangka Pendek Berlangsung dalam kurun waktu 1-5 tahun 

Jangka Panjang Berlangsung dalam kurun waktu 5-30 tahun 

Permanen  Berlangsung dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun dan bersifat 
tidak berbalik (irreversible) 

Persebaran Dampak  

Lokal Dampak berlangsung di lokasi proyek, sejauh beberapa hektar 
dan kampong-kampung di dekat lokasi proyek 

Regional Dampak berpengaruh sampai ke tingkat Kabupaten dan Provinsi 

Global Dampak berpengaruh sampai tingkat nasional dan menjadi 
perhatian internasional 

Besaran Dampak (Impact Magnitude) 

Diabaikan  Besaran dampak (diabaikan, kecil, sedang, besar) ditentukan dari 
kombinasi beberapa aspek dibawah ini: 

1. Sifat dampak 
2. Ukuran dampak dan Intensitas dampak 

Kecil 

Sedang  

Besar  
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3. Persebaran dampak 
4. Lama dampak berlangsung 

Intensitas Dampak 

Rendah Dampak terjadi kurang dari satu kali dalam satu bulan (satu kali 
per dua bulan, dan seterusnya) 

Sedang Dampak terjadi satu kali dalam satu bulan 

Tinggi Dampak terjadi dua kali dalam satu minggu 

Sangat tinggi Dampak terjadi setiap hari 

Sensitivitas Penerima Dampak 

Rendah Faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan sensitivitas 
penerima dampak adalah apakah penerima dampak adalah 
lingkungan geofisika-kimia, biologi maupun manusia: 

Sedang 

Tinggi  Apabila penerima dampak adalah lingkungan geofisika-
kimia (misalnya badan perairan) maka kualitas, tingkat 
penting dan sensitivitasnya terhadap perubahan dijadikan 
bahan pertimbangan, 

 Apabila penerima dampak adalah lingkungan biologi 
maka tingkat penting (misalnya tingkat pentig untuk 
lokal, regional atau global) dan sensitivitasnya terhadap 
dampak dijadikan bahan pertimbangan, 

 Apabila penerima dampak adalah manusia maka tingkat 
sensitivitas komunitas masyarakat (kelompok sosial) 
akan dijadikan bahan pertimbangan termasuk 
kemampuan adaptasi dan mengelola pengaruh dari 
dampak yang timbul. 

Faktor lainnya yang dipertimbangkan dalam sensitivitas 
komponen lingkungan penerima dampak yaitu status proteksi 
secara hukum, kebijakan pemerintah, nilai ekonomi dan pendapat 
pemangku kepentingan  

Sumber: ANDAL Kegiatan Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG (III-5) 

 

Dalam kajian dampak, penetapan komponen sosial-ekonomi relatif lebih sulit 

karena sifat manusia yang sangat dinamis dan setiap komponen mempunyai 

hubungan yang erat dan interaktif. Beberapa komponen-komponen sosial 

ekonomi yang ditetapkan sebagai indikator sosial ekonomi masyarakat tidak 

terlepas dari jaringan pola-pola perkembangan tersebut (Suratmo, 2004: 108-

109). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, kondisi sosial ekonomi 

adalah kondisi seseorang yang dapat diukur dari pendidikannya, pekerjaan, 

pendapatan, dan lain-lain yang sekiranya dapat dirumuskan kerangka operasi dari 

dampak, baik positif maupun negatif, yang dirasakan oleh kelompok pedagang 
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baik yang bersifat permanen maupun kontemporer pasca pelaksanaan revitalisasi 

di pasar Perumnas Way Halim yang dilihat dari sudut pandang; 

a. Sosial: 

Menyangkut aspek-aspek relasi dan interaksi sosial para pedagang baik sebagai 

individu maupun kelompok, serta baik yang berlaku pada tataran struktural 

maupun kultural dengan elemen-elemen sosial lainnya yang menyangkut 

berjalannya kehidupan pasar, dan lain-lain. 

1. Persepsi Masyarakat atau Pendapat Umum 

Menurut Walgito (2002:94) Persepsi merupakan suatu pengalaman terhadap 

suatu objek peristiwa ataupun hubungan-hubungan yang diperoleh oleh 

seseorang, kemudin disimpulkan dan diatfsirkan. Proses persepsi akan tetap 

berlangsung selam amnesia mengenal lingkungannya. Setiap kali kita 

berinteraksi dengan lingkungan akan memberi respon atau reaksi, baik berupa 

tingkah laku, pendapat, sikap atau ide menurut intervensi masing-masing 

individu. Persepsi atau tanggapan yang diberikan masing-masing individu tidak 

akan selalu sama meskipun dilakukan pada saat yang bersamaan, sehingga setiap 

orang akan memberikan interpretasi yang berbeda tentang apa yang dilihat dan 

dialaminya.  

2. Interaksi Sosial dalam Pasar  

Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berhubungan dan berkomunikasi dengan 

orang lain. Begitu juga saat manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan  

sehari-harinya, mereka pasti memerlukan kehadiran orang lain agar kebutuhan 

hidupnya terpenuhi, karena itulah manusia perlu melakukan interaksi sosial antar 

sesamanya. Menurut Sardiman, dkk (2008: 48) Interaksi sosial adalah hubungan 

sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang per orang, kelompok-
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kelompok  manusia,  dan  antara orang  perorangan  dengan kelompok yang 

saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik. Tujuan interaksi sosial, 

antara lain: Menjalin hubungan persahabatan, menjalin hubungan usaha, 

mendiskusikan sebuah persoalan, serta melakukan kerjasama. 

Bentuk Interaksi Sosial  

a. Kerjasama  

Kerjasama  adalah  suatu  usaha  bersama  antara  orang  perorangan atau  

kelompok  manusia  untuk  mencapai  satu  atau  beberapa  tujuan bersama 

(Soekanto dalam Irawan, 2015: 26). Kerjasama timbul apabila orang menyadari 

bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama.  

b. Persaingan 

Persaingan merupakan suatu proses sosial, dimana individu atau kelompok-

kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang  

kehidupan  yang  ada  pada  suatu  masa  tertentu  menjadi pusat perhatian umum 

dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang 

telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan (Soekanto dalam 

Irawan, 2015: 27).   

c. Pertentangan (Konflik)  

Pertentangan adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha 

memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman 

atau kekerasan (Soekanto dalam Irawan, 2015: 27). 

3. Kriminalitas 

Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang 

merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku 

dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan 
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bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar 

hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya 

(Kartono, 1999: 122). Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, 

perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis 

sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang 

keselamatan warga masyarakat (baik yang tercantum maupun yang belum 

tercantum pada undang-undang pidana).  

b. Ekonomi: 

Menyangkut aspek-aspek penyerapan tenaga kerja, perkembangan struktur 

ekonomi, perubahan pendapatan masyarakat, dan  perubahan lapangan 

pekerjaan yang ada, dan lain-lain. 

1. Pendapatan 

Pendapatan merupakan faktor terpenting bagi setiap manusia di dunia ini dan 

sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu usaha. Kemampuan suatu 

usaha untuk membiayai semua kegiatan yang mendukung keberlanjutan suatu 

usaha sangat berpengaruh dengan seberapa besar pendapatan usaha tersebut 

diperoleh. 

Pendapatan merupakan uang bagi sejumlah pelaku usaha yang telah diterima oleh 

suatu usaha dari pembeli sebagai hasil dari proses penjualan barang ataupun jasa. 

Pendapatan atau dapat disebut dengan keuntungan ekonomi merupakan 

pendapatan total yang diperoleh pemilik usaha setelah dikurani biaya produksi 

(Sukirno, 2005: 37). Pendapatan juga dapat disebut income (masukan) dari 

seseorang yang diperoleh dari hasil transaksi jual-beli dan pendapatan diperoleh 

apabila transaksi antara pedagang dengan pembeli dalam suatu kesepakatan harga 

bersama. 
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2. Minat Beli  

Menurut Thomas dalam Yeni (2010: 34), minat beli adalah tahapan 

kecenderungan konsumen untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-

benar dilaksanakan. Sedangkan menurut Nugroho (2013: 342) menjelaskan bahwa 

minat beli adalah proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan 

untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu 

diantaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini ialah suatu pilihan yang 

disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku. Dari kedua pendapat para 

ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat beli konsumen dalah kecenderungan 

konsumen untuk bertindak sebelum memutuskan membeli suatu barang.  

4. Tinjauan tentang Revitalisasi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), revitalisasi berarti proses, cara, 

dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang 

terberdaya. Sebenarnya revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan 

menjadi vital. Sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu 

sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Pengertian melalui bahasa lainnya 

revitalisasi bisa berarti proses, cara, dan atau perbuatan untuk menghidupkan atau 

menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. Atau lebih jelas 

revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, pengertian 

revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu 

menjadi penting dan perlu sekali. 

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian 

kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami 

kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses 
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revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan 

aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan 

potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat) 

(Danisworo, 2002). Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi 

pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan 

peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk 

melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang 

dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang 

memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat 

tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tapi masyarakat dalam arti 

luas.  

5. Tinjauan tentang Pasar  

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik No. 112 Tahun 2007, pasar merupakan 

area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang 

disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat 

perdagangan maupun sebutan lainnya. Brian Berry dalam bukunya Geography of 

Market (dalam Endrawanti, 2012: 80) menyatakan bahwa pasar adalah tempat 

dimana terjadi proses tukar menukar. Proses ini terjadi bila ada komunikasi antara 

penjual dan pembeli dan diakhiri dengan keputusan untuk membeli barang 

tersebut. Pasar akan selalu mengalami perubahan terutama secara fisik, mengikuti 

tingkah laku penggunanya.  

Dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan suatu tempat jual beli berlangsung 

dimana pasar terjadi karena adanya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa 

sehingga kebutuhan sehari-hari terpenuhi. 

 



42 
 

Pasar dibedakan menjadi 2 berdasarkan cara transaksinya, yaitu: 

1. Pasar Tradisional 

Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional, pembeli dilayani langsung 

olehpenual dan dapat melakukan tawar-menawar secara langsung. Contoh Pasar 

Kangkung di Bandar lampung, pasar Bringharjo di Yogyakarta, pasar Klewer di 

Solo, dan sebagainya. 

2. Pasar Modern 

Pasar modern adalah pasar yang melakukan pelayanan secara mandiri dan 

dilayani oleh pramuniaga. Contoh Giant, Lottemart dan sebagainya. 

C. Kerangka Berpikir 

Pasar tradisional merupakan salah satu indikator nyata dalam mewujudkan 

ekonomi masyarakat yang berkeadilan dan sesuai dengan amanat Undang Undang 

Dasar 1945. Pembangunan pasar modern yang semakin marak tentu akan 

mengancam keberadaan pasar tradisional. Keadaan pasar tradisional yang 

memiliki citra kurang baik seperti kumuh, kotor serta tidak rapi tentu perlu untuk 

dibenahi atau direvitalisasi, hal ini bertujuan agar pasar tradisional dapat bersaing 

dengan pasar modern.  

Program revitalisasi pasar rakyat merupakan pelaksanaan dari Undang-undang 

nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang 

mengamanatkan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah 

melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan 

pasar rakyat guna meningkatkan daya saing dalam bentuk pembangunan dan atau 

revitalisasi pasar rakyat; implementasi manajemen pengelolaan yang profesional; 
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fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang 

bersaing; dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.  

Kota Bandarlampung memiliki beberapa pasar tradisional yang perlu dibenahi, 

salah satunya Pasar Perumnas Way Halim yang telah berdiri sejak tahun 1983. 

Salah satu faktor mengapa revitalisasi perlu dilakukan di Pasar Perumnas Way 

Halim adalah karena kondisi pasar yang tidak lagi layak secara infrastruktur, oleh 

karena itulah pemerintah melakukan revitalisasi pasar ini yang diharapkan mampu 

meningkatkan daya saing dan terwujudnya peningkatan kesejahteraan pedagang 

dan kepuasan konsumen yang berbelanja di Pasar Perumnas Way Halim. 

Pembangunan kembali pasar ini telah selesai sejak desember 2017 lalu, dan pada 

februari 2018 para pedagang mulai menempati kembali pasar karena 

pembangunan telah selesai dilakukan, dengan kondisi infrastruktur pasar yang 

sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya karena telah dilakukan pembenahan 

dari segi fisik dan juga pengaturan zona dagang sesuai dengan jenis dagangannya.  

Namun dalam pelaksanaan sebuah program, pasti memiliki dampak yang akan 

berpengaruh terhadap kelompok sasaran. Dalam hal ini, pelaksanaan program 

revitalisasi pasar tradisional pastilah akan berdampak pada para pedagang, 

konsumen serta para pelaku ekonomi yang berada di lingkungan sekitar pasar. 

Dampak yang biasanya akan timbul adalah dampak sosial dan ekonomi. Dari 

program revitalisasi pasar ini terdapat dampak sosial ekonomi yang diharapkan 

serta yang tidak diharapkan. Dengan penelitian ini peneliti dapat mengetahui 

apakah terdapat kesenjangan antara dampak yang diharapkan dengan dampak 

yang sesungguhnya terjadi.  
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Penelitian ini, peneliti melakukan evaluasi terhadap dampak yakni dengan melihat 

dari jenis evaluasi single program before-after yang merupakan adanya data 

tentang sasaran program pada waktu sebelum dan sesudah program berlangsung. 

Dan menggunakan keenam indikator evaluasi yang diungkapakan menurut 

Wlilliam Dun yaitu, efektivitas, efisiensi, perataan, kecukupan, ketepatgunaan, 

dan responsivitas. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak sosial ekonomi 

dari program revitalisasi pasar tradisional yang diterapkan di Pasar Perumnas Way 

Halim Kota Bandarlampung terhadap pedagang, konsumen serta pelaku ekonomi 

yang berada di sekitar pasar dengan menggunakan  parameter indikator 

berdasarkan tipe evaluasi menurut William Dunn yang telah dijelaskan diatas. 

Dengan demikian maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan 

peneliti dalam gambar di bawah ini:  
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Gambar 2. Kerangka Berpikir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sumber : diolah oleh peneliti, 2018. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Moleong 

(2005: 3) berpendapat bahwa deskriptif adalah menggambarkan sebuah fenomena 

atau kejadian dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa adanya. Sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Moleong (op.cit: 6) juga 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaskud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

Dengan menggunakan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif, maka 

peneliti diharapkan dapat memaparkan gambaran tentang gejala-gejala yang 

terdapat di dalam masalah penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisis 

kejadian empiris mengenai dampak sosial ekonomi yang sebenarnya dalam 

pelaksanaan kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional dengan studi pada Pasar 

Perumnas Way Halim yang bertempat di Perumnas Way Halim Bandarlampung.  
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B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang 

dilakukan. Fokus penelitian harus dinayatakan secara eksplisit untuk memudahkan 

peneliti sebelum melakukan observasi. Fokus penelitian juga merupakan garis 

besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian 

lebih terarah. Menurut Moleong (2000), fokus penelitian dimaksudkan untuk 

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan yang tidak 

relevan, agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang di 

kumpulkan, walaupun data itu menarik. Wayne Parson (op.cit: 548) juga 

menyatakan bahwa riset evaluasi membahas dua dimensi: bagaimana sebuah 

kebijakan bisa diukur berdasarkan tujuan yang ditetapkan, dan dampak sosial dari 

kebijakan. Pengamatan dalam penelitian ini difokuskan pada: 

A. Sosial: 

1. Persepsi Masyarakat atau Pendapat Umum 

2. Interaksi Sosial dalam Pasar: 

a. Kerjasama 

b. Persaingan  

c. Pertentangan (Konflik) 

3. Kesejahteraan Sosial 

4. Kriminalitas 

B. Ekonomi: 

1. Pendapatan 

2. Minat Beli 
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Adapun fokus yang telah disebutkan diatas, dalam penelitian ini berkaitan dengan 

evaluasi dari Dampak Sosial Ekonomi Program Revitalisasi Pasar ( Studi Kasus 

Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandarlampung) melalui indikator 

evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn sebagai berikut : 

1. Efektivitas, yaitu untuk mengetahui apakah program revitalisasi pasar 

yang telah dilaksanakan di Pasar Perumnas Way Halim sudah terlaksana dengan 

baik dengan melihat tujuan dan capaian yang diinginkan? 

2. Kecukupan, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil pencapaian hasil 

yang diinginkan memecahkan masalah? 

3. Perataan, yaitu untuk mengetahui apakah biaya dan manfaat 

didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu ? 

4. Efisiensi, yaitu  untuk mengetahui sumber daya manusia maupun finansial 

dari program program revitalisasi pasar yang telah dilaksanakan di Pasar 

Perumnas Way Halim, dengan melihat biaya dan waktu yang digunakan.  

5. Responsivitas, yaitu untuk mengetahui apakah kebutuhan masyarakat 

terpenuhi dan apakah program tersebut memuaskan bagi kelompok sasaran. 

6. Ketepatgunaan, yaitu untuk mengetahui apakah hasil (tujuan) yang 

diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. 

 

 

 

 

 



49 
 

 

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh data-data yang 

relevan dan mendukung proses penelitian. Lokasi penelitian ini adalah Pasar 

Perumnas Way Halim yang terdiri dari para pedagang serta konsumen serta UPT 

Pasar Perumnas Way Halim Bandarlampung. Penentuan lokasi penelitian 

dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini yaitu dikarenakan, Kota Bandarlampung masih memiliki banyak 

pasar tradisional yang masih kurang terawat dari segi fisik atau bangunan serta 

tata kelola yang belum maksimal, yang mengakibatkan pasar tradisional  di  Kota  

Bandarlampung  mengalami  penurunan  peminat konsumen dikarenakan kondisi 

pasar yang kurang terawat, berdasarkan data yang ada, hampir  seluruh  pasar  

tradisional  mengalami  permasalahan seperti pasar yang tidak terawat. Adapun 

alasan penulis mengambil lokasi penelitian di UPT Pasar Perumnas Way Halim 

Bandarlampung yaitu dikarenakan Unit Pelaksana Teknis tersebut memiliki 

wewenang serta diberikan tanggung jawab oleh pemerintah Kota Bandarlampung 

melalui Dinas Perdagangan Kota Bandarlampung untuk mengatasi permasalahan 

yang berkaitan dengan pengelolaan pasar, serta Unit Pelaksana Teknis ini juga 

yang berkewajiban untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

pelaksana teknis atau pelaksana lapangan yang bertanggung jawab dibidang 

pengelolaan pasar. Kemudian alasan penulis mengambil sampel pasar tradisional 

perumnas way halim dikarenakan pasar tradisional tersebut menjadi salah satu 

dari sekian banyaknya pasar tradisional di Bandarlampung yang mengalami 

permasalahan pasar yang tidak teratur serta tidak terawat. 
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D. Jenis dan Sumber Data  

Data dapat diartikan sebagai salah satu yang berhubungan dengan keterangan 

tentang suatu fakta, fakta tersebut ditemukan oleh peneliti di lokasi penelitian 

(Bungin, 2013: 123). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan 

data yang membantu mendeskripsikan fokus dari penelitian ini 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber 

pertama di lapangan (Bungin, 2013: 128). Data primer dalam penelitian ini berasal 

dari wawancara dan hasil observasi dari narasumber atau informan yang dianggap 

memiliki kapasitas untuk memberikan data yang berkaitan dengan dampak sosial 

ekonomi program revitalisasi pasar tradisional khususnya pasar perumnas way 

halim di Bandarlampung. Data yang diperoleh dari data primer kemudian diolah 

kembali oleh peneliti. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder berupa internal data dan eksternal data (Bungin, 2013: 128). Data 

sekunder yang akan peneliti dapat adalah data yang berasal dari berbagai sumber  

yang terkait dengan penelitian, seperti artikel, jurnal, peraturan pemerintah, 

undang-undang. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah 

kembali. 
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2. Sumber Data 

Lofland dan lofland (1984) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2007: 157). Dari penjelasan 

tersebut, dapat diuraikan bahwa kata-kata yang dimaksud adalah data yang berasal 

dari proses wawancara terhadap informan sedangkan tindakan yang dimaksudkan 

adalah data yang berasal dari hasil observasi peneliti di lapangan. Sumber data 

dalam penelitian ini, antara lain : 

a. Informan 

Informan adalah seseorang yang dianggap memiliki kapasitas atau 

kemampuan untuk memberikan data yang relevan dengan masalah diteliti 

atau seseorang yang dianggap memiliki data yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Tabel  3. Daftar Informan Penelitian 

 

No. Nama Jabatan 

1.  Parlindungan Pane Kepala UPT Pasar Perumnas 

Way Halim 

2. Yuli Pedagang Sayur-sayuran 

3. Erna Pedagang Sayur-sayuran 

4. Isti Pedagang Buah 

5. Emah Pedagang Buah 

6. Arman Pedagang Bumbu Dapur 

7. Nasir Pedagang Daging Sapi 

8. Ujang Pedagang Daging Sapi 

9. Ari Pedagang Ikan Giling 

10. Sari Pedagang Pakaian 

11. Yuli Pedagang Pakaian 

12. Pipit Pedagang Warung Makan 

13. Sugeng Pedagang Sembako 

14. Joko Pedagang Sembako 

15. Hamrin Pedagang Sandal dan Sepatu 

16. Rasyid  Pedagang Daging Ayam 

17. Ginting Pedagang Ikan Segar/Hewan 

Laut 
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18. Ani Pedagang Ikan Segar/Hewan 

Laut 

19. Anisa Pedagang Kue/ Makanan 

Ringan 

20. Eliana Pedagang Kosmetik 

21. Cecep  Pedagang Pecah Belah dan 

Plastik 

22. Aras  Pedagang Emas dan perhiasan 

lainnya 

23. Mira Pedagang Peralatan rumah 

tangga 

24. Nur  Konsumen 

25. Desy  Konsumen 

26. Yanti  Konsumen 

27. Mul Petugas Kebersihan 

Sumber dioleh peneliti tahun 2018 

b. Hasil Observasi 

Data yang diperoleh melalui observasi adalah hasil pengamatan peneliti secara 

langsung terhadap situasi dan tingkah laku obyek yang berada di lapangan. Hasil 

pengamatan ini akan membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas 

mengenai permasalahan yang diteliti. 
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c. Dokumen  

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah setiap bahan tertulis yang 

berisi tentang informasi yang berkaitan serta mendukung penelitian ini. Dokumen 

yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 

Tabel  4. Daftar Dokumen Penelitian 

No. Nama Dokumen 

1. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 

tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern. 

 

2. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar 

Tradisional.  

 

3.  
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang 

Perdagangan. 

Sumber: Diolah oleh penelliti, 2018 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian  ini  hal  yang  terpenting  adalah  mengumpulkan data dari 

hasil-hasil pengamatan yang didapatkan di lapangan, dan menyusunnya agar kita 

memperoleh data. Penelitian ini menggunakan sumber data secara lisan maupun 

tertulis sehingga dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya adalah 

dengan: 

a. Observasi  

Dalam penelitian ini observasi penelitian dilaksanakan di lokasi yang menjadi 

obyek penelitian yaitu Pasar Perumnas Way Halim, Kota Bandarlampung, yaitu 

dengan mengobservasi karateristik pedagang dan dampak sosial ekonomi yang 

muncul setelah program revitalisasi dilaksanakan. 
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b.    Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara (interviewed) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

(Lexy J.  Moleong  2005:  186).  Teknik  wawancara  dilakukan  dengan 

menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan penelitian atau pedoman 

wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan yang akan 

ditanyakan pada informan, yaitu dampak apa saja yang muncul akibat program 

revitalisasi pasar tersebut.  

c.    Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto, gambar-gambar, dan arsip-

arsip yang menunjukkan perubahan kondisi tempat lokasi revitalisasi pasar.   

F. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi 

maksud sampling dalam hal ini adalah untuk menjaring sebanyak mungkin 

informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (constructions). 

Tujuannnya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks 

yang unik. Oleh karena itu pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, 

tetapi sampel bertujuan (purposive sample). 

Untuk pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik purposive  sampling  

yaitu  teknik  pengambilan  data  dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang 

itu dianggap mengetahui tentang data apa yang kita butuhkan dalam penelitian, 

atau setidaknya mereka membantu kita dalam pengumpulan data sehingga 

memudahkan kita. Kriteria pedagang yang diteliti adalah pedagang yang menetap 
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dan asli pedagang yang mempunyai kios untuk berjualan baik sebelum dan 

sesudah revitalisasi.  

G. Validitas Data  

Validitas data ini penting dilakukan agar data yang diperoleh di lapangan pada 

saat penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam pemeriksaan 

keabsahan data ini penulis membagi dengan empat cara, yaitu: 

a.   Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pertama, triangulasi sumber 

yakni mengumpulkan  data  sejenis  dari  beberapa  sumber  data  yang berbeda 

yaitu dengan cara mencari data tertulis seperti data administrasi dari kelurahan 

dan data resmi Peraturan Daerah terkait Peraturan-peraturan pasar. Kedua, 

triangulasi metode yakni mengumpulkan data yang sejenis dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data yang berbeda dengan cara wawancara dan mengambil 

foto hasil observasi sebagai data tambahan. Untuk memperoleh data, maka 

digunakan beberapa sumber dari hasil wawancara dan observasi (Lexy J. 

Moleong, 2011: 330-331). 

b.  Perpanjang keikutsertaan, berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian 

sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dengan memperpanjang 

keikutsertaan peneliti akan banyak mempelajari kebudayaan,   dapat    menguji   

ketidakbenaran   informasi   yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal 

dari diri sendiri maupun  dari  responden,  dan  membangun  kepercayaan  

subyek (Lexy J. Moleong, 2011: 327-328). 
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c.    Diskusi dengan expert  (ahli).  Teknik  ini dilakukan dengan cara 

mendiskusikan dengan expert (ahli) dalam bentuk konsultasi atau diskusi  

analitik  sehingga  kekurangan  dari  penelitian  ini  dapat segera diungkap dan 

diketahui. Expert (ahli) dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing. 

d.    Peer group discussion   (diskusi   dengan   teman).   Teknik   ini dilakukan 

dengan cara mendiskusikan dengan rekan-rekan dalam bentuk  diskusi  analitik  

sehingga  kekurangan  dari  penelitian  ini dapat  segera diungkap  dan 

diketahui agar  pengertian  mendalam dapat segera ditelaah. Melalui diskusi 

akan terjadi proses interaksi tukar menukar informasi antara peneliti dengan 

teman diskusi, sehingga peneliti akan memperoleh masukan positif terhadap 

penelitian yang dilakukan. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diimplementasikan. Analisis data dilakukan dengan 

tujuan agar informasi yang dihimpun akan menjadi jelas dan eksplisit. Sesuai 

dengan penelitian ini maka teknik analisis data yang digunakan untuk 

menganalisis data adalah analisis  kualitatif  model  interaktif  sebagaimana  

diajukan  oleh Miles dan Hubberman yang terdiri dari empat hal utama (Miles 

dan Huberman, 1992 : 15). 
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Gambar 3. Model Analisis Interaktif  Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

Empat  hal  utama  dalam  proses  analisis  data  yang  dilakukan diantaranya: 

a.    Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat 

dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. 

Catatan deskripsi merupakan data   alami   yang   berisi   tentang   apa   yang   

dilihat,   didengar, dirasakan,  disaksikan  dan  dialami  sendiri  oleh  peneliti  

tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari penelitian tentang fenomena yang 

dijumpai. Catatan refleksi  yaitu catatan yang memuat kesan, komentar dan 

tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana 

pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk  mendapatkan  catatan  ini  

maka  peneliti  melakukan  wawancara dengan beberapa informan. 

b.    Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu proses pemilih, pemusatan, perhatian pada langkah-

langkah penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan 

tertulis di lapangan. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, 

membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan ke pola-pola dengan 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data  
Verivikasi/ 

Penarikan  

Kesimpulan 
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membuat transkrip penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat 

fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik 

kesimpulan finalnya secara tepat sesuai dengan permasalahan fokus utamanya. 

c.    Penyajian Data 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan, dari data 

yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga 

mudah dipahami. 

d.    Penarikan Kesimpulan 

 
Kesimpulan  merupakan  langkah  akhir  dalam  pembuatan suatu laporan. 

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau  memahami  makna,  

keteraturan  pola-pola  penjelasan,  alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan 

yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan 

pemahaman yang lebih tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan 

mendiskusikannya, hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dan penafsiran 

terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik 

menjadi kokoh. 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dan saran 

yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan, dapat 

diambil kesimpulan bahwa Dampak Sosial Ekonomi Program Revitalisasi Pasar 

(Studi Kasus Revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim) ini diyakini mampu 

mevitalkan atau menghidupkan kembali gejolak usaha jual beli antar pedagang 

dan pembeli sebagai konsumen, dengan hasil tampilan fisik pasar yang lebih 

bagus dan pengelolaan manajemen serta perawatan kondisi pasar agar tetap sedap 

dipandang dan  adanya peningkatan minat beli konsumen sehingga tercapainya 

kesejahteraan pedagang. Namun masih banyak terdapat kendala atau 

permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga peneliti menilai bahwa Dampak 

Sosial Ekonomi Program Revitalisasi Pasar (Studi Kasus Pasar Perumnas Way 

Halim) ini masih perlu perbaikan. Adapun permasalahan dilihat dari tiga indikator 

yang peneliti ambil dari Dunn (2013:610) tersebut adalah : 
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1. Efektivitas 

Permasalahan mengenai Dampak Sosial Ekonomi Program Revitalisasi Pasar 

Perumnas Way Halim pada indikator ini peneliti menilai bahwa sudah cukup 

efektif, pedagang dan juga konsumen/masyarakat memberi penilaian yang cukup 

positif karena menurut mereka dengan dilaksanakannya program revitalisasi pasar 

di Pasar Perumnas Way Halim ini sudah cukup memenuhi kebutuhan mereka akan 

tempat berdagang dan juga berbelanja atau transaksi jual beli menjadi lebih 

nyaman. 

2. Kecukupan (adequacy) 

Mengenai program revitalisasi yang dilaksanakan di Pasar Perumnas Way Halim 

pada indikator ini peneliti menilai bahwa program ini telah dijalankan dengan baik, 

terbukti dengan adanya hasil dari perbaikan yang dilakukan terasa nyata setelah 

pelaksanaan program tersebut direalisasikan. Pedagang dan konsumen/masyarakat 

cukup berpartisipasi aktif dari sebelum program ini dilaksanakan, terlihat dari 

kepatuhan para pedagang yang diminta untuk mengosongkan pasar sesuai dengan 

tanggal yang telah ditetapkan, dan juga konsumen/masyarakat yang masih tetap 

loyal untuk berbelanja di TPS Pasar Perumnas Way Halim yang letaknya terbagi 

menjadi dua tempat. Namun setelah program ini dilaksanakan, terlihat bahwa para 

mereka, khususnya pedagang, hanya berpikir untuk kembali berjualan seperti 

biasa saja, mereka masih sangat kurang dalam hal pemeliharaan dan juga 

pemanfaatan fasilitas yang telah diperbaiki, terutama mengenai pembuangan 

sampah yang mereka hasilkan saat selesai berdagang. 
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3. Perataan (equity) 

Dalam indikator ini, Kementerian Perdagangan telah melakukan program ini 

secara adil dilihat dari banyaknya  pembangunan atau revitalisasi pasar yang telah 

dilakukan disepanjang tahun 2015-2019 mecapai 4.211 unit dari target 5.000 unit. 

Pasar Perumnas Way Halim sendiri memenuhi syarat yang tetapkan oleh 

Kementerian Perdagangan yaitu umur pasar yang perlu direvitalisasi adalah pasar 

yang berumur 25 tahun atau lebih. Sehingga Pasar Perumnas Way Halim dinilai 

layak untuk mendapat alokasi dana demi mempebaiki atau merevitalisasi pasar 

tersebut. 

4.  Responsivitas 

Dalam indikator ini, respon yang diberikan pedagang dan juga 

konsumen/masyarakat terhadap program revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim 

ini dapat dikatakan baik, pedagang dan juga konsumen/masyarakat menyambut 

cukup baik mengenai rencana pelaksanaan revitalisasi ini yang bertujuan untuk 

memperbaiki kondisi fisik bangunan pasar agar dapat digunakan dengan nyaman 

saat transaksi jual beli berlangsung.  

5. Ketepatan (efisiensi) 

Dalam indikator efisiensi mengenai revitalisasi Pasar Perumnas Way Halim ini 

dapat dikatakan sudah berjalan cukup efisien, dilihat dari 

a. Sumber Daya Finansial (keuangan) 

Pada hasil penelitian untuk indikator efisiensi, pelaksanaannya sudah cukup 

efisien dikarenakan pelaksanaan revitalisasi pasar ini menggunakan APBN tahun 

2017, pemerintah pusat juga memberi dana yang dialokasikan untuk 
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pembangunan konstruksi fisik pasar dengan bekerja sama dengan pihak swasta 

sebagai kontraktor. Anggaran yang diberikan juga telah dikelola dan digunakan 

dengan semaksimal mungkin demi menghasilkan perubahan dari segi bangunan 

fisik yang jauh lebih baik dari sebelumnya. 

b. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Untuk indikator efisiensi pada sumber daya manusia, dapat dikatakan cukup 

efisien karena penyelesaian bangunan fisik yang cepat dan sesuai target pada 

tanggal kontrak yang telah disepakati, pedagang dan konsumen/masyarakatpun 

memliki peran penting dalam partisipasinya mengenai pemeliharaan atas sarana 

dan prasarana yang telah diperbaiki tersebut 

6. Ketepatgunaan (appropriateness) 

Dengan dijalankannya program revitalisasi pasar di Pasar Perumnas Way Halim 

ini, sudah pasti diikuti dengan munculnya dampak positif dan juga negatif yang 

dirasakan oleh pedagang dan juga konsumen/masyarakat. Karena bagi sebagian 

pedagang dan juga konsumen/masyarakat, melalui program ini mereka justru 

dihadapkan dengan masalah mengenai pembagian kios yang dinilai tidak 

transparan sehingga berdampak pada banyaknya pedagang yang justru kehilangan 

lapaknya. Dan sebagian lainnya merasa bahwa program ini memudahkan dan 

membuat merka nyaman dalam bertransaksi jual beli. 
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B. Saran 

Berdasarkan observasi peneliti dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dikemukakan, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat 

memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan Revitalisasi Pasar Perumnas 

Way Halim di tahun-tahun berikutnya. Saran-saran yang dimaksud meliputi: 

1. Dinas Perdagangan dan juga Pihak UPT Harus mengedepankan, mendengarkan 

dan memperhatikan kembali kondisi dan keinginan pedagang. 

2. Dinas Perdagangan perlu mengawasi bagaimana transparansi pembagian kios 

dan los agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) demi 

terciptanya rasa adil bagi seluruh pedagang, serta bertindak tegas bila 

ditemukan kejanggalan maupun munculnya keluhan dari pedagang dalam 

pelaksanaan pengelolaan pasar.  

3. Dinas Perdagangan dan juga Pihak UPT perlu menjunjung sikap profesional 

dalam bekerja demi mewujudkan ketentraman dan ketertiban pasar. 

4. Serta Dinas Perdagangan dan juga Pihak UPT perlu mengoptimalkan peran 

serta partisipasi pedagang dan juga konsumen/masyarakat dalam pemeliharaan 

sarana dan prasarana pasar, serta pemeliharaan kebersihan pasar. Agar semakin 

banyak konsumen yang datang karena merasa nyaman saat berbelanja di Pasar 

Perumnas Way Halim. 

5. Kedepannya, untuk pihak-pihak berwenang diharapkan mengadakan pelatihan 

atau pembinaan bagi pedagang pasar demi terberdayanya pedagang sebagai 

sumber daya manusia untuk terciptanya manajemen pengelolaan yang lebih 

baik dan lebih kreatif.  
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